
BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

DAN RELAKSASI PEMBAYARAN PAJAK TERDAMPAK WABAH

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

merupakan bencana nasional yang mempengaruhi

stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka untuk menjaga

stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli

masyarakat dan produktivitas sektor tertentu, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian

Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan

Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak Wabah

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten

Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di

Indonesia;

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3

Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap

Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di

Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018

Nomor 34);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2019

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor …);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN

PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DAN

RELAKSASI PEMBAYARAN PAJAK TERDAMPAK WABAH

VIRUS CORONA DIKABUPATEN KLATEN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Bupati adalah Bupati Klaten.

3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih

dari 10 (sepuluh).

4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi

dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak

yang terutang.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan ini adalah:

a. Pembebasan sanksi denda administratif;

b. Jangka Waktu Pembebasan sanksi denda administratif.

BAB III

PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI

Pasal 3

Pembebasan sanksi denda administrasi diberikan untuk jenis Pajak Daerah

yang terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan; dan

d. Pajak Parkir.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI

Pasal 4

(1) Jangka waktu pembebasan sanksi denda administratif diberikan untuk masa

pajak mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

(2) Pajak dalam masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibayarkan maksimal pada bulan Agustus dengan tanpa dikenakan sanksi

denda administratif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemberian pembebasan sanksi denda administrasi dalam Peraturan Bupati ini

dapat diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada

Bupati Klaten Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 27

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap
ttd

Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina

NIP. 19700902 199903 2 001


